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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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KEPALA DESA RANUHEDALIL

bahwa untuk meclaksanakan ketentuan Pasal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal
79 ayat (2) Peraturan Bupati Lumasjang Nomor 5%
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurul b, maka periu
menectapkan Peraturan tentang Laporan
Pertanggungiawaban Realisas: Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APR Desal Tahun
Anggaran 2020 dengan Peraturan Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daermmh -Daerah  Kabupaten 'Kota  dalam
hngkungan Provins: Jawa Timum (Lembaman Negare
Republik Indonecsia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara  Republik  Indoncsia Nomor )
sebagnimana telah diubah dengan Undang Undang Nowmor
2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27.30),

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomaor
5405).



3.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang — Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang bNomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091,

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tenitang Susunan Or'ganisa'si dan Tata Ke:ja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
6);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 NOmor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor
83);

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 7);
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Derah
Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 42);




Menetapkan :

14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomomr 59).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANUBEDALI
dan
KEPALA DESA RANUBEDALI

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

sud dengan :
hukum yang memiliki
untuk mengatur dan

Dalam Peraturan Desa ini yang dimak
1. Desa adalah kesatuan masyarakat
batas wilayah yang berwenang
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

tahan dan kepentingan masyarakat setempat

pemerin
an Negara Kesatuan Republik

dalam sistem pemerintah

Indonesia.
3.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah  tangga  desanya  dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

4. Pemerintah Desa adalah
dengan nama lain dibantu peran
penyelenggara Pemerintahan Desa

5. Badan Permusyarawaratan Desa yang selanjutnya disingkat

BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban desa.

Kepala Desa atau yang disebut
gkat desa sebagai unsur



7. Pengelolaa.n keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencaan, pelaksanaan, penatausahaan
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. ,

8. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi ~ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa adalah bagian dari laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.

BAB II
REALISASI ANGGARAN
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa . Rp. 1.943.770.076,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan  : Rp. 663.639.473,-

Pemerintahan Desa
b. Bidang Pembangunan
Desa

c. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa

Rp. 880.081.150,-

Rp.  22.800.000;-

d. Bidang Pemberdayaan : Rp. 0,-
Masyarakat Desa
e. Bidang Penanggulangan . Rp. 371.575.000,-
Bencana, Darurat, dan
Mendesak
Jumlah Belanja : Rp. 1.938.095.623,-
Surplus/Defisit : Rp. 5.674.453,-
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Rp. 5.674.453,-
Pembiayaan
b. Pengeluaraan Rp. 0,-
Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a- : Rp. 5.674.453,-
b)
Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan setelah
perubahan



Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturai
Desa ini yang terdiri dari :

a. Lampiran | . Laporan Keuangan

b. Lampiran Il : Laporan Realisasi Kegiatan Periode
{ Januari - 31 Desember 2020

c. Lampiran Il : Daftar program sektoral, program
daerah dan program lainnya ydang
masuk ke desa

Pasal 4

dimaksud dalam pasal 2 merupakan

Lampiran sebagaimana
hkan dari Peraturan Desa ini.

bagian yang tidak terpisa

BAB 111
PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa Ranubedali

Ditetapkan di Ranubedali
Pada tanggal 13 Januari 2021

Diundangkan di Ranubedali
pada tanggal 13 Januari 2021
SEKRETARIS DESA RANUBEDALI
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